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MANOKWARI - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menggelar pertemuan dengan DPRD Provinsi Papua
Barat guna memperkuat pengawasan terhadap pelayanan publik di wilayah Provinsi Papua Barat. Pertemuan tersebut
dilaksanakan pada Kamis (13/03/2025) dan berlangsung di ruang rapat DPR Papua Barat ini dihadiri oleh Ketua DPR
Papua Barat, Orgenes Wonggor, Wakil Ketua I Petrus Makbon beserta jajaran.

Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya Ombudsman RI Papua Barat untuk membangun kerja sama dengan DPRD
Papua Barat Papua Barat dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap layanan publik yang diberikan oleh pemerintah
daerah. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, Amus Atkana dalam pemaparannya menyoroti berbagai aduan
masyarakat yang diterima oleh Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, terutama dalam pengawasan penyelenggaraan
pelayanan publik.

"Kami menerima banyak laporan dari masyarakat terkait berbagai kendala dalam mendapatkan pelayanan publik yang
layak. Oleh karena itu, kami ingin menjalin kerja sama yang lebih erat dengan DPR Papua Barat agar permasalahan ini
dapat segera diatasi melalui kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat," ujar Atkana.

Menurutnya, DPR memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik melalui fungsi
pengawasan dan anggaran. Dengan adanya koordinasi yang lebih erat antara Ombudsman RI Papua Barat dan DPRD
Papua Barat, diharapkan penanganan laporan masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

DPRD Papua Barat sambut baik kolabrasi dengan Ombudsman RI Papua Barat. Orgenes Wonggor selaku Ketua DPRD
Papua Barat, dalam kesempatan ini menyatakan dukungannya terhadap upaya Ombudsman RI Papua Barat dalam
meningkatkan kualitas publik di Provinsi Papua Barat, yang diakui masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi
masyarakat.

Sementara itu, Petrus Makbon selaku Wakil Ketua I DPRD Papua Barat, menambahkan bahwa DPRD Papua Barat siap
untuk memfasilitasi pertemuan rutin dengan Ombudsman RI Papua Barat guna membahas berbagai permasalahan
pelayanan publik yang masih terjadi. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara Ombudsman RI, DPRD, serta
pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang dapat memberikan solusi konkret bagi masyarakat.

Pertemuan ini ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat kerja sama antara Ombudsman RI Papua Barat dan
DPRD Papua Barat melalui berbagai langkah strategis. Salah satu hasil konkret dari pertemuan ini adalah rencana
penyusunanMemorandum of Understanding (MoU)/Nota kesepahaman yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan
kerja sama antara kedua lembaga.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan sinergi antara Ombudsman RI Papua Barat dan DPRD Papua Barat dapat
semakin diperkuat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat. (RW/ORI
Papbar)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

